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SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI  LEBAK,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan
Provinsi Banten perlu dilakukan perubahan kembali
terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
61 Tahun 2017 dengan menambah beberapa ketentuan
pengaturan;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Soaial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN  HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 2) diubah
sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 18
(1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta

besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan
dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahannya.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah
kepada penerima hibah dilakukan setelah
penandatanganan NPHD.

(4) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima
hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
barang.

(5) Penyaluran Hibah berupa uang dilakukan setelah
penerima Hibah menyampaikan permohonan dengan
melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas
penggunaan dana Hibah.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 25
(1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan

material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:

a. laporan penggunaan Hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan

bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai
NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi
penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti
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serah terima barang/jasa bagi penerima hibah
berupa barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada
Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima
hibah selaku obyek pemeriksaan.

(5) Dalam hal penerima hibah belum menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat
Daerah penanggungjawab berkewajiban memberikan
teguran.

(6) Format Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum  pada
Lampiran V Peraturan Bupati ini.

(7) Apabila penerima hibah tidak melaksanakan teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam kurun
waktu 15 (lima belas) hari, maka diberikan teguran
kedua.

(8) Apabila penerima hibah tidak melaksanakan teguran
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selama
kurun waktu 7 (tujuh) hari, maka Penerima Hibah tidak
akan direkomendasikan untuk mendapat Hibah kembali
dari Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 31 ayat (6) huruf g dihapus, sehingga Pasal
31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31
(1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 memenuhi kriteria paling sedikit :
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
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c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan

d. sesuai tujuan penggunaan.
(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya
diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk
melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1) huruf b antara lain :
a. memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten

Lebak; dan
b. berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten

Lebak.
(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan
bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak
harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa
Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan
pemberian Bantuan Sosial meliputi :
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggulangan kemiskinan;
f. penanggulangan bencana;
g. dihapus.

4. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi
sebagai berikut :
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Pasal 39
(1) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial

didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang
tercantum dalam keputusan kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan
sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial individu,
keluarga, dan/atau masyarakat yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (4) didasarkan pada permintaan
tertulis dari individu, keluarga, dan/atau masyarakat
yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat
yang berwenang pada Dinas Sosial serta telah mendapat
persetujuan Bupati.

(3) Permintaan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (3) diverifikasi oleh Dinas Sosial sebagai Perangkat
Daerah Penanggungjawab dan diajukan kepada PPKD
terkait ketersediaan anggaran dan kemampuan
keuangan Daerah.

(4) Atas permohonan sebagaimana Ayat (4) PPKD dapat
menyalurkan dana yang dimohon dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. memberikan uang panjar sebesar 10% dari total

anggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan
kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial;

b. memberikan penyaluran kembali minimal setelah
50% uang panjarnya terealisasi, dibuktikan dengan
pertanggungjawaban yang cukup sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Penyaluran Bantuan Sosial dipertanggungjawaban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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5. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 46
(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara

formal dan material atas penggunaan bantuan sosial
yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial
meliputi:
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima

bantuan sosial;
b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan

bahwa bantuan sosial yang diterima telah
digunakan sesuai dengan usulan proposal bantuan
sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah
Daerah; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
sesuai peraturan perundang-undangan bagi
penerima bantuan sosial berupa uang termasuk
kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan
bukti serah terima barang (Berita Acara Serah
Terima barang) bagi penerima bantuan sosial
berupa barang.

(3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Bupati ini.

(4) Pertanggungjawaban  sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada
Bupati melalui Perangkat Daerah Penanggungjawab 1
(satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari
tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain
sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Penerima
Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.
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(6) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial yang belum
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Perangkat Daerah penanggungjawab
berkewajiban memberikan teguran.

(7) Jika Penerima Bantuan Sosial tidak melaksanakan
teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam
kurun waktu 15 (lima belas) hari, maka diberikan
teguran kedua.

(8) Apabila Penerima Bantuan Sosial tidak melaksanakan
teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
selama kurun waktu 7 (tujuh) hari, maka penerima
Bantuan Sosial tidak akan direkomendasikan untuk
mendapat Bantuan Sosial kembali dari Pemerintah
Kabupaten Lebak.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 26 Juni 2018
BUPATI LEBAK,

Ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 26 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd
DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 14


